
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 7 6 I PL.o2.2-Kpt I 32 L8 / Kab / vrlr I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER HASAN SADIKIN

BANDUNG SEBAGAI RUMAH SAKIT DAI.AM PEMERIKSAAN KESEHATAN

JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PEI{YAI,AHGUNAAN NARKOTIKA,

SERTA KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGAIVDARAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL7

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2O2O, yang menyatakan KPU Frovinsi/KlP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah

Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah

Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter

Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh atau

KPU / KIP Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan Rekomendasi lkatan Dokter Indonesia

Wilayah Jawa Barat Nomor : 159/IDI.WIL/JAB IVIII/2O2O
Perihal : Rekomendasi Rumah Sakit Pelaksana

Pemeriksaan Kesehatan Balon Kepala Daerah Tahun 2O2O

tanggal 31 Agustus 2O2O, yang merekomendasikan RSUP

Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai Rumah Sakit yang

b

memenuhi

m
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memenuhi syarat menjadi Rumah Sakit pelaksana

Pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan calon wakil
Bupati serta calon walikota dan calon wakil warikota di
Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemilihan serentak

tahun 2O2O;

c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ot9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O, Verifikasi Persyaratan

Pencalonan dan Syarat Calon diantaranya meliputi

Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 4

sampai dengan 11 September 2O2O dan Penyampaian

Hasil Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal

11 - 12 September 2O2O;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Penetapan Rumah Sakit Umum

Pusat Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagai Rumah

Sakit dalam Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani,

dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, serta Kemampuan

secara Jasmani dan Rohani pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

1.

2.

kmbaran .
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Pemilihan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7

Nomor L82, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

+. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 45021:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor l7t, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53a0);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL7

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah

beberapa kati terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun ZOLZ tentang Pencalonan
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

15e);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan IJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2O2A tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

20tl;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Dbease 2Ol9 (COWDlgl

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

716)...
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7L6l;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231lpL.O3.L-
KpL/O6/KPU / Xlll2o17 tentang Petunjuk Teknis Standar
Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas

Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 821PL.O2.2-

Kpt/O6/WU /lll2o2o tentang Pedoman Teknis

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil WaIi Kota Tahun 2O2O sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor L74lPL.O2.2-Kpt/06/KPU/llu2O2O tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 821PL.O2.2-KpI/O6/WU llll2020 tentang

Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi

Dularngan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakit Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/01 IKPU lYlI2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 I PL.O I . S-Kpt/ KPU-Kab /X I 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan. Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-

Kpt / 32 L8 / Kab / W / 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan. . .
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 I PL.OI . S-Kpt / KPU-Kab /X / 20 t9
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwa1

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2O2O:

L4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 lKab lYll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O:

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 75.L (PL.O2.2-

Kpt/3218/Kab/Vlll/2OzO tentang Pedoman Teknis

Pencalonan pada Penvelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Viru"s Di.sease 20 19 ICOWD- 1 91;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor lO7 lB,Ll32l3/l<ab lllll2020 tentang

Penetapan Rumah Sakit Umum hrsat Dokter Hasan Sadikin

Bandung sebagai Rumah Sakit dalam Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika. serta

Kemampuan secara .Iasmani dan Rohani pada Pemilihart

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM

PUSAT DOKTER HASAN SADIKIN BANDUNG SEBAGAI RUMAH

SAKIT DAI,AM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,

ROHANI, DAN BEBAS PEITIYALAHGUNAAN NARKOTIKA,

SERTA KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan Rumah Sakit Umum Rrsat Dokter Hasan Sadikin

Bandung sebagai Rumah Sakit dalam Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, serta

KESATU

Kemampuan
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Kemampuan secara Jasmani dan Rohani pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan

pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan astnva
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PAI{GANDARAT{
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